Mengulik Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk Mengatasi
Kemiskinan dan Pemulihan Ekonomi

Sumber gambar:A
https://sumut.antaranews.com/berita/466097/mengulik-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-

2022-untuk-pemulihan-ekonomi

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan pagu dana desa sebesar 68 triliun
rupiah. Dana desa tersebut akan disalurkan kepada 74.960 Desa yang tersebar di 434
kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari total anggaran yang disediakan, setiap desa
memperoleh rata-rata 907,1 juta rupiah.

Pandemi COVID-19 yang telah memukul perekonomian dalam 2 tahun terakhir
telah memaksa pemerintah melalui instrumen APBN bekerja keras untuk mengatasi
dampak yang diakibatkan oleh pandemi tersebut. Hal itu terlihat dari kebijakan Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2022 yang diarahkan untuk mendukung program
perlindungan sosial kepada masyarakat paling miskin dan rentan.

Data BPS 2021 menunjukkan persentase dan angka penduduk miskin di desa lebih
tinggi daripada persentase dan angka penduduk miskin di perkotaan. Jumlah penduduk
miskin di desa sampai dengan September 2021 mencapai 14,64 juta orang atau 12,53%.

Untuk menahan laju kemiskinan di Desa, Pemerintah Pusat mematok paling
sedikit 40% atau sekitar 27,2 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada masyarakat
miskin di desa melalui skema BLT. BLT dibayarkan sebesar 300 ribu rupiah selama 12
bulan kepada Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) dengan jumlah target penerima
diperkirakan mencapai 7,5 juta KPM.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris 1



Penyaluran Dana Desa 2022 dibagi dalam 2 jenis yaitu penyaluran BLT dan
penyaluran non-BLT. Porsi BLT sebesar 40% sedangkan Non-BLT sebesar 60% dari
pagu dana Desa 2022.

Penyaluran BLT dilakukan secara triwulanan dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Desa. Meskipun penyaluran BLT setiap triwulanan, namun pencairan dana
desa dilakukan setiap bulan kepada penerima manfaat. Sebelum penyaluran dana desa,
pemerintah Desa wajib menetapkan jumlah KPM melalui peraturan kepala desa
(Perkades) atau Keputusan Kepala Desa (Kepkades).

Penyaluran Non-BLT untuk desa-desa dengan status Desa Reguler dilakukan
dalam 3 tahap. Tahap | sebesar 40% disalurkan paling cepat pada bulan Januari dan
paling lambat 23 Juni 2022 . Penyaluran tahap Il sebesar 40% diajukan paling cepat bulan
Maret dan paling lambat 5 hari kerja sebelum akhir bulan Agustus. Sedangkan tahap 11
sebesar 20% diajukan paling cepat bulan Juni.

Sedangkan penyaluran non-BLT kepada desa-desa dengan status Desa Mandiri
dilakukan dalam 2 tahap. Tahap | sebesar 60% diajukan paling cepat di bulan Januari dan
paling lambat 23 Juni 2022. Semntara tahap 1l sebesar 40% diajukan paling cepat pada
bulan Maret 2022,

Syarat dan ketentuan penyaluran dana desa berlaku untuk setiap tahap penyaluran
baik untuk Desa Reguler maupun Desa Mandiri.

Porsi dana desa non-BLT dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan dan
hewani sebesar paling sedikit 20%, pendanaan untuk penanganan bencana non alam
paling sedikit 8% untuk mengatasi COVID-19. Sisanya sekitar 32% digunakan untuk
kegiatan prioritas penggunaan dana desa yang menjadi kewenangan desa sesuai ketentuan
Permendes PDTT nomor 7 tahun 2021.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pemerintah pada tahun 2022 menetapkan tiga prioritas penggunaan dana desa
untuk mewujudkan sustainable development goals (SDGs) yang disusun oleh Kemendesa
dan PDTT.

Pertama, Dana Desa digunakan untuk pemulihan ekonomi. Pandemi covid-19
telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian baik di perkotaan maupun di
pedesaan. Akibatnya, tingkat kemiskinan menjadi bertambah yang menyebabkan kualitas
dan standar hidup masyarakat menjadi turun. Kebijakan pemerintah yang menetapkan
paling sedikit 40% dana desa untuk BLT sudah tepat terutama untuk warga paling miskin
dan rentan agar tidak semakin terperosok ke jurang kemiskinan.

Dalam situasi yang belum menentu saat ini, pemberian BLT kepada warga miskin
sangat dibutuhkan untuk menambah daya beli terutama untuk kebutuhan dasar. Meskipun
nilai BLT sebesar 300 ribu bukan jumlah yang besar, namun bagi masyarakat miskin dan
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rentan di desa, jumlah tersebut sangat bermanfaat untuk bertahan hidup. Jadi, pemberian
BLT merupakan bentuk perhatian dan keberpihakan pemerintah bagi warga miskin di
desa agar tetap hidup dan bangkit dari lembah kemiskinan. Peran aparatur desa dalam
mengawal program ini sangat penting untuk memastikan penyaluran BLT dapat
dilakukan secara tepat waktu dan tetap sasaran.

Selain untuk mengatasi kemiskinan, Dana Desa 2022 juga difokuskan pada
pemulihan ekonomi. Pemerintah desa diharapkan menggunakan dana desa untuk
mendorong entrepreneurship masyarakat desa. Dengan kata lain, masyarakat di desa tidak
boleh lagi hanya mengadalkan kekuatan fisik semata dalam menjalankan aktivitas
ekonomi. Kreativitas dan jiwa wirausaha perlu terus dikembangkan dengan membentuk
badan usaha milik desa yang profesional dan transparan.

Dengan kemampuan aparatur desa yang semakin profesional, maka pengelolaan
sumber daya dan aset desa akan dapat terwujud untuk memberikan nilai tambah dan
keuntungan finansial bagi warga desa.

Kedua, dana desa diarahkan untuk menjalankan program prioritas nasional.

Harus diakui bahwa Dana Desa yang cukup besar membawa tanggung jawab
kepada pemerintahan desa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sehingga,
selain melaksanakan kegiatan administratif, pemerintah desa diharapkan mulai beralih
kepada urusan strategis berupa kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya alam yang
menjadi sektor-sektor unggulan desa, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan
pangan nabati dan hewani, pencegahan stunting dan pengembangan desa inklusif.

Sebagai contoh yaitu pengembangan desa wisata. Pembangunan desa wisata
sangat besar manfaatnya bagi kesejahteraan warga sekitar. Selain karena akan menarik
wisatawan untuk berkunjung, keberadaan desa wisata juga akan memicu berkembangnya
usaha-usaha produktif dan sektor jasa lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja dan
menambah aktivitas ekonomi. Terlebih lagi, desa wisata akan menarik investasi ke desa
sehingga akan menambah pendapatan masyarakat desa.

Prioritas ketiga ialah mitigasi bencana alam dan non-alam. Program ini
merupakan penugasan kepada Pemerintah Desa di mana seluruh warga desa diharapkan
tanggap terhadap bencana alam maupun bencana non-alam. Pemerintah desa perlu
memiliki profil risiko bencana. Sehingga warga desa dapat melakukan mitigasi dan
penanggulangan terhadap bencana alam dan non-alam yang dapat mengancam harta
benda bahkan nyawa setiap warga.

Untuk bencana non-alam seperti pandemi COVID-19, pemerintah pusat
menetapkan dukungan dana sebesar 8% untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dengan
dukungan dana tersebut, setiap desa diharapkan memiliki fasilitas pencegahan penularan
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corona virus 19 seperti ruang isolasi, hand sanitizer, disinfektant dan peralatan lainnya
yang disediakan oleh pemerintah desa.

Penutup

Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat yang diberi
kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjalankan kewenangan dimaksud, pemerintah desa mendapat transfer
dana desa yang digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh kementerian
terkait.

Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebijakan
dana transfer ke daerah tahun 2022. Dana desa difokuskan untuk mengatasi kemiskinan
dan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan penetapan
alokasi dana desa untuk program BLT sebesar 40% dari total anggaran dana desa tahun
2022.

Selain itu, pemerintah desa juga ditugaskan untuk menjalankan program prioritas
nasional sesuai kewenangan desa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
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Catatan:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB Il PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5
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(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi
Desa merata; dan

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk
pembangunan Desa;

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa
kelaparan;

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat

secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
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(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam
sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa;
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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